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ABSTRAK

Indonesia sebagai negara berkembang dengan banyaknya populasi dan
menghadapi tantangan dalam mengelola perdagangan internasional, termasuk impor
barang-barang bekas, khususnya pakaian. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 yang melarang impor pakaian
bekas untuk melindungi industri tekstil dalam negeri. Meskipun begitu, tren
menggunakan pakaian bekas atau ‘thrifting' semakin diminati oleh masyarakat dengan
berbagai alasan, seperti penghematan biaya dan pelestarian lingkungan. Penelitian ini
bertujuan untuk: 1) memahami pandangan hukum progresif terhadap peraturan menteri
perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas. 2) hak —hak
pedagang menurut magasid syari'ah terhadap peraturan menteri perdagangan nomor 51
tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas.

Tesis ini merupakan hasil penelitian kepustakaan, yaitu kajian yang dilakukan
dengan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber tekstual. Menganalisis media
cetak dan elektronik, termasuk buku, jurnal, artikel, temuan studi sebelumnya dan
tinjauan literature yang berkaitan dengan hak pedagang pakaian bekas dan langkah
mundur terhadap peraturan menteri perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang larangan
impor pakaian bekas yang kemudian dianalisis menggunakan teori hukum progresif dan
teori magqasid syari'ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, peraturan menteri perdagangan
nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas belum sesuai dengan
hukum progresif. Masyarakat tidak terpengaruh dengan peraturan yang berlaku karena
tidak mengikat dan makin meningkatnya impor illegal walaupun sudah ada regulasi
yang melarangnya. Kedua, pedagang pakaian bekas merasa hak mereka untuk
mendapatkan penghidupan dari berdagang tersebut terabaikan oleh pemerintah karena
peraturan diberlakukan tidak berpihak ke pedagang pakaian bekas. Ketiga, regulasi
tersebut perlu untuk direvisi dengan menambahkan kuota impor yang diperbolehkan
agar pedagang tetap bisa mencari sumber penghidupan. Peraturan menteri perdagangan
dan peraturan menteri keuangan haruslah selaras dan sejalan agar tidak membingungkan
masyarakat untuk patuh pada aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Permendag No 51 Tahun 2015, Hukum Progresif, Maqgasid Syari'ah



ABSTRACT

Indonesia is a developing country with a large population and faces challenges in
managing international trade, including imports of second-hand goods, particularly
clothing. The Indonesian government has enacted Minister of Trade Regulation No.
51/2015 that bans the import of second-hand clothing to protect the domestic textile
industry. Nonetheless, the trend of thrifting is gaining interest from the public for
various reasons, such as cost savings and environmental conservation. This research
aims to: 1) understand the view of progressive law towards the regulation of the
minister of trade number 51 of 2015 concerning the prohibition of imports of used
clothing. 2) The rights of traders according to maqasid shart'ah against the regulation
of the minister of trade number 51 of 2015 on the import ban of used clothing.

This thesis is the result of library research, which is a study conducted by collecting
information from textual sources. Analysing print and electronic media, including
books, journals, articles, findings of previous studies and literature reviews related to
the rights of used clothing traders and the step back against the regulation of the
minister of trade number 51 of 2015 concerning the ban on the import of used clothing
which is then analysed using the theory of progressive law and maqasid shari'ah theory.

The results show that: first, the regulation of the minister of trade number 51 of 2015
concerning the prohibition of imports of used clothing is not in accordance with
progressive law. People are not affected by the regulation because it is not binding and
illegal imports are increasing even though there is already a regulation prohibiting it.
Secondly, used clothing traders feel that their right to earn a living from trading is
neglected by the government because the regulations enacted do not favour used
clothing traders. Thirdly, the regulation needs to be revised by adding the allowed
import quota so that traders can still make a living. The regulation of the minister of
trade and the regulation of the minister of finance must be aligned and in line so as not
to confuse the public to comply with the applicable rules.

Keywords: MOT 51/2015, Progressive Law, Magqasid Shart'ah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan
0543b/U/1987.

l. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

) Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

< bd’ B Be

a’ i’ Te

[
-+
o

(s
W~
)

w2

Es (dengan titik diatas)

a Jim J Je

z ha’ H Ha (dengan titik dibawah)
¢ kha’ Kh ka danha

2 Dal D De

5 Zal Z zet (dengan titik diatas)
D) ra’ R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy esdan ye
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o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
L ta’ T te (dengan titik di bawah)
L 74’ Z zet (dengan titik dibawah)
& ‘ain ‘ koma terbalik (di atas)
¢ Gain G ge dan ha

- fa’ F Ef

A Qaf Q Qi

& Kaf K Ka

J Lam L El

e Mim M Em

g Ndn N En

3 Wawi w We

A ha’ H Ha

e Hamzah 1 Apostrof

¢ ya’ Y Ye
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1.

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

J3 Ditulis Nazzala
O& Ditulis Bihinna
2. Ta’ Marbutah diakhir Kata
Bila dimatikan ditulis h
dasa Ditulis Hikmah
alady Ditulis Bil-
mashalih

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali

dikehendaki lafal

3. Vokal Pendek

lain).

. Ditulis A
Jad Fathah fa ‘ala
. Ditulis _I
A4 Kasrah Zukira
. Ditulis u
AL Dammah Yazhabu
4. Vokal Panjang
Fathah+alif Ditul A
1 N ftulls Fala
. A
Fathah+ ya’mat
2 e ya e Ditulis Tans
o A
Kasrah+ ya’mati - 1
3 e Ditulis Tafsil




Dlammah+wawumati Dituli U
4 dyé\ itulis Usiil
Vokal Rangkap
Fathah+ ya’mati - Ai
1 S Ditulis az-zuhaili
Fatha +wawumati Dituli Au
2 g s ad-daulah

Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

Al Ditulis A’antum
e Ditulis U’iddat
s Sl Ditulis La’insyakartum

Kata Sandang Alif dan Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “/”

Ol LAY Ditulis Al-Qur’dn

ol Ditulis Al-Qiyas
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunaka huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf | (el) nya.

& hacdll Ditulis As-Sama’
Chadd) Ditulis Asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

w2 Al

9

Ditulis

Zawial-furiid




aaudisai Ditulis Ahlas-sunnah

9. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus
Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.
c. Namun penggarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh dan sebagainya.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,
Hidayah, Taufig, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR
asa ) (el All) e

A el Bl Al el G Lad alldd) g (318 Lal ililitana Uas e adlaad) g 35all g Allaaal)
,M—)LAi,ﬁH\OJ‘ﬁAJDJﬁé&M‘u}FJM‘&‘J&

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji
syukur yang tak terhingga penulis penjatkan kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia
sering menghadapi berbagai tantangan dalam mengatur perdagangan internasional,
termasuk impor barang bekas seperti pakaian. Baru-baru ini, pemerintah mengambil
langkah tegas dengan melarang penggunaan pakaian bekas sebagai upaya mendukung
industri tekstil dalam negeri.t

Aktivitas thrifting sempat populer di kalangan masyarakat, yang dianggap sebagai
cara berbelanja barang bekas yang masih layak pakai. Barang thrift sendiri adalah
barang bekas yang dijual kembali. Tren menggunakan pakaian bekas semakin diminati
karena beberapa alasan, seperti upaya mengurangi limbah, menjaga kelestarian
lingkungan, mendapatkan barang unik dengan harga terjangkau, serta membantu
menghemat pengeluaran.

Namun kebijakan pelarangan impor pakaian bekas ini berdampak signifikan pada
para pelaku usaha di sektor tersebut. Banyak pedagang kecil dan menengah merasa
terancam dengan kebijakan ini karena mereka sangat bergantung pada impor pakaian
bekas untuk kelangsungan bisnis. Jika kebijakan ini terus diberlakukan, mereka berisiko

mengalami penurunan penjualan, pengurangan keuntungan, hingga penutupan usaha.

! Rifky Ghilmansyah et al, "Fenomena Thrifting sebagai Gaya Hidup Milenial Bogor." Jurnal
Nomosleca, Vol. 8 No. 1, (2022).



Hal ini menjadi tantangan bagi pedagang kecil yang sulit beradaptasi dengan
perubahan tersebut.?

Larangan impor pakaian bekas diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 51 Tahun 2015 dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan. Pasal 47 ayat 1 dari UU tersebut menyatakan bahwa "Setiap
importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru." Dengan demikian, kegiatan
impor pakaian bekas adalah tindakan ilegal yang melanggar aturan hukum. Namun,
realitas di lapangan sering kali tidak sesuai dengan regulasi ini. Oleh karena itu,
diperlukan sosialisasi yang memberikan solusi agar aturan dapat berjalan tanpa
merugikan pedagang.

Dalam konteks ini, hukum progresif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 perlu ditinjau melalui perspektif Islam.
Berdasarkan teori hukum progresif yaitu hukum seharusnya mengedepankan keadilan.
Teori ini menekankan bahwa hukum Islam dan adat dapat saling melengkapi, baik
secara teoritis maupun praktis. Hukum Islam mengakui keabsahan hukum adat dalam
konteks lokal, sementara hukum adat menghormati hukum agama sebagai puncak
sistem hukum. Kolaborasi ini menciptakan entitas hukum baru yang mencerminkan

hubungan saling melengkapi antara kedua sistem.®

2 Masna Sopiah Silalahi et al. "Exploring the Socio-Economic Implications of the Ban on
Importing Used Clothes: Traders' Responses at Tanjung Balai TPO Market." Law and Economics, Vol.
16 No. 3, (2022).

3 Satjipto Raharjo, “Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan llmu Hukum Indonesia”,
(Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008), him. 14.



Hukum seharusnya tidak hanya dilandasi logika semata, tetapi juga melibatkan
emosi, kepedulian, dan komitmen terhadap kelompok rentan. Dalam pendekatan
progresif, hukum tidak hanya terpaku pada teks peraturan, tetapi berakar pada nilai-nilai
kemanusiaan yang mendalam.*

Selain itu, teori magqasid syari’ah dari Jasser Auda juga relevan dalam konteks ini.
Teori ini mengutamakan perlindungan terhadap lima hal utama: agama (al-din), jiwa
(al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal).> Pedagang pakaian
bekas dapat dianggap berkontribusi pada tujuan multidimensi ini dengan memastikan
barang yang dijual berkualitas dan aman digunakan oleh masyarakat.

Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hukum progresif
dapat diterapkan secara efektif dalam penegakan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, dan sejauh mana

kebijakan ini sesuai dengan prinsip hukum progresif?

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah maka dapat
dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagaiamana pandangan teori hukum progresif terhadap Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas?

4 Ratno Lukito, “Pergumulan Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia”, (Jakarta: Inis, 1998), him.
154,

5 Auda, J, “Maqasid al-Shari'ah as Philosphy of Islamic Law A Systems Approach”,( United
Kingdom, Biddles Limited, 2007),him. 45.



2. Bagaimana pandangan magasid syari’ah terhadap hak — hak pedagang pada
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor

Pakaian Bekas?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka dapat
diketahui tujuan dan kegunaan penelitian ini dapat ditentukan, yaitu:
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Menjelaskan bagaimana pandangan teori hukum progresif terhadap
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang
Larangan Impor Pakaian Bekas.
b. Menjelaskan bagaimana pandangan magqasid syari’ah mengakomodir
hak — hak pedagang terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
2. Kegunaan Penelitian
Dengan tujuan di atas, adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam
penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:
a. KegunaanTeoritik
Hasil penelitian ini diyakini dapat memberikan pemikiran dan
informasi bagi pembentukan pemahaman keilmuan, memberikan tambahan

bahan pustaka bagi siapa saja yang memerlukannya, dan memberikan bahan



referensi bagi masyarakat yang ingin mempelajari hukum ketatanegaraan
secara umum dan lebih khusus. Islam dan Dinamika Hukum dalam Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 yang melarang impor pakaian
bekas.
b. Kegunaan Praktis

Dalam pelaksanaannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
bahan penilaian dan pertimbangan oleh pemerintah khususnya instansi
Kementerian Perdagangan, Dinas Perdagangan, Bea dan Cukai, importir dan
pedagang pakaian bekas, serta instansi terkait. komunitas yang diteliti

berdasarkan teori hukum progresif dan magasid syariah.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan penelitian ini, penulis memanfaatkan berbagai sumber literatur,
seperti jurnal dan hasil penelitian sebelumnya, yang berhubungan dengan Islam dan
Dinamika Hukum terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015
tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Penelusuran ini bertujuan untuk menghindari

pengulangan atau plagiarisme. Berikut adalah beberapa literatur yang dirujuk:

1. Jurnal Dita Birahayu berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan
Pakaian Bekas”. Penelitian ini mengupas penyelundupan pakaian bekas melalui
jalur laut yang merugikan negara hingga triliunan rupiah akibat aktivitas ilegal
oleh pihak yang mengabaikan aturan ekspor-impor demi keuntungan besar.

Dengan menggunakan pendekatan teori kepastian hukum, penelitian ini



merekomendasikan patroli laut yang rutin dan terkoordinasi antar aparat
penegak hukum untuk mengatasi masalah ini.

2. Jurnal Risma Nur Arifah dengan judul “Kendala-Kendala Pencegahan
Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang”. Penelitian ini
menunjukkan bahwa larangan pemerintah terhadap perdagangan pakaian bekas
tidak menyurutkan minat pedagang dan konsumen. Berdasarkan wawancara
dengan staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diketahui bahwa pedagang
memahami larangan tersebut, tetapi enggan mematuhinya karena kebutuhan
ekonomi. Penelitian ini menyoroti kesenjangan antara regulasi pemerintah dan
realitas di lapangan, serta menyarankan perlunya langkah-langkah lebih lanjut
untuk mendukung pedagang tanpa mengesampingkan aturan.’

3. Jurnal Roberto Tambunan dkk. berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak
Pidana Kepabean Penyelundupan Pakaian Bekas (Putusan No.
237/Pid.B/2016/PN.Tjb)”. ~ Penelitian ini  menyoroti dampak negatif
penyelundupan pakaian bekas terhadap industri tekstil lokal. Penyelundupan ini
merusak pasar domestik, menghambat pertumbuhan industri, menurunkan

pendapatan, dan mengancam keberlanjutan sektor tekstil. Studi ini menekankan

® Dita Birahayu,“Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas”, Jurnal
Perspektif Hukum, Vol. 20, No. 1, Mei (2020).

" Risma Nur Arifah, “Kendala — Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di
Kota Malang”, De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni (2015).



perlunya tindakan tegas untuk melindungi industri dalam negeri dari gangguan
barang impor ilegal ®

4. Jurnal Ni Made Indah Krisna Dewi, lda Ayu Putu Widiati, dan I Nyoman
Sutama berjudul “Implikasi Penjualan Pakaian Impor bagi Konsumen di Kota
Denpasar”. Penelitian ini membahas praktik penjualan pakaian bekas impor
yang melanggar peraturan pemerintah. Studi ini menemukan bahwa
perdagangan pakaian bekas impor dapat berdampak negatif pada kesehatan
masyarakat dan perekonomian karena potensi penyebaran penyakit serta
gangguan pada industri tekstil lokal. Penelitian ini mengacu pada Pasal 2
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015.°

5. Skripsi Desti Febrianti, H. Nisyak, dan M.Y. Abror berjudul “Analisis Dampak
Impor Pakaian Bekas llegal Indonesia Periode 2015-2020”. Studi ini
membahas dampak dari tingginya impor pakaian bekas ilegal terhadap ekonomi
dan industri lokal. Penelitian menggunakan teori ketahanan nasional
Harjosoedarmo untuk menganalisis bagaimana pemerintah menghadapi

tantangan ini. Kesimpulannya, impor ilegal mengancam keberlanjutan industri

8 Roberto Tambunan, Suhatrizal& Taufik Siregar, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabean
Penyelundupan Pakaian Bekas”, Juncto: Jurnal llmiah Hukum, Vol. 1, (2019).

9 Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati & I Nyoman Sutama,”Implikasi Penjualan
Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1No. 1,
(2020).



tekstil lokal dan berdampak pada lapangan pekerjaan serta daya saing produk
domestik.1?

6. Jurnal Rinandita Wikansari dkk. berjudul “Upaya Pemerintah dalam
Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia”. Kajian ini
menganalisis dampak larangan impor pakaian bekas berdasarkan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022. Penelitian ini menyoroti bahwa
pakaian bekas ilegal dapat digolongkan sebagai barang berbahaya yang
mengancam kesehatan konsumen, mengganggu pasar lokal, serta merugikan
industri tekstil dan perekonomian secara keseluruhan.!

7. Jurnal Dita Birahayu berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan
Pakaian Bekas”. Penelitian ini mengupas penyelundupan pakaian bekas melalui
jalur laut yang merugikan negara hingga triliunan rupiah akibat aktivitas ilegal
oleh pihak yang mengabaikan aturan ekspor-impor demi keuntungan besar.
Dengan menggunakan pendekatan teori kepastian hukum, penelitian ini
merekomendasikan patroli laut yang rutin dan terkoordinasi antar aparat
penegak hukum untuk mengatasi masalah ini.*

8. Jurnal Risma Nur Arifah dengan judul “Kendala-Kendala Pencegahan

Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang”. Penelitian ini

10 Desti Febrianti, H Nisyak& My Abror, “Analisis Dampak Impor Pakaian Bekas Ilegal
Indonesia Periode 2015-2020”, Skripsi Universitas Sriwijaya (2019).

11 Rinandita Wikansari, Dkk, “Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian
Bekas Ilegal Di Indonesia”, Jurnal Bingkai Ekonomi, Vol. 8 No. 1, (2023).

12 Satria Sukadana, “Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan
Kesenjangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 2, (2018).



menunjukkan bahwa larangan pemerintah terhadap perdagangan pakaian bekas
tidak menyurutkan minat pedagang dan konsumen. Berdasarkan wawancara
dengan staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diketahui bahwa pedagang
memahami larangan tersebut, tetapi enggan mematuhinya karena kebutuhan
ekonomi. Penelitian ini menyoroti kesenjangan antara regulasi pemerintah dan
realitas di lapangan, serta menyarankan perlunya langkah-langkah lebih lanjut
untuk mendukung pedagang tanpa mengesampingkan aturan.

9. Jurnal Roberto Tambunan dkk. berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak
Pidana Kepabean Penyelundupan Pakaian Bekas (Putusan  No.
237/Pid.B/2016/PN.Tjb) ”.  Penelitian ini  menyoroti dampak negatif
penyelundupan pakaian bekas terhadap industri tekstil lokal. Penyelundupan ini
merusak pasar domestik, menghambat pertumbuhan industri, menurunkan
pendapatan, dan mengancam keberlanjutan sektor tekstil. Studi ini menekankan
perlunya tindakan tegas untuk melindungi industri dalam negeri dari gangguan
barang impor ilegal 13

10. Jurnal Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, dan 1 Nyoman
Sutama berjudul “Implikasi Penjualan Pakaian Impor bagi Konsumen di Kota
Denpasar”. Penelitian ini membahas praktik penjualan pakaian bekas impor
yang melanggar peraturan pemerintah. Studi ini menemukan bahwa

perdagangan pakaian bekas impor dapat berdampak negatif pada kesehatan

13 Arifa Filza Yaneski, Dengan Judul “Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan
Pakaian Bekas Di Provinsi Riau, Indonesia”, Journal Of International Relations, Vol. 4 No. 2, (2018).
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masyarakat dan perekonomian karena potensi penyebaran penyakit serta
gangguan pada industri tekstil lokal. Penelitian ini mengacu pada Pasal 2

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015.%4

E. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai
alat yang dinamis untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat.
Hukum tidak sekadar dipahami sebagai perangkat aturan tertulis yang harus ditaati
secara kaku, tetapi sebagai mekanisme yang beradaptasi dengan kebutuhan dan
kondisi sosial. Konsep ini menekankan pentingnya perubahan dan fleksibilitas
hukum agar mampu merespons dinamika masyarakat yang terus berkembang.*®

Dalam pandangan ini, hukum tidak bersifat statis, melainkan progresif atau
terus berkembang seiring waktu. Ratno Lukito menekankan bahwa hukum harus
melampaui batasan normatifnya dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan,
keadilan sosial, dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, teori ini mengkritik
pendekatan legalistik yang hanya berfokus pada kepatuhan terhadap aturan formal

tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan nyata.*®

14 Azizan Fatah, DKk, “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift”,
Jurnal Economina, Vol. 2 No. 1, (2023).

15 Qarifudin Dan Kudrat Abdillah, “Progresifitas Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 46/Puu-Viii/2010”, Jurnal Yuridis, Vol. 6 No. 1, (2019).

6 M. Beni Kurniawan, “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar
Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak”, Jurnal Ham, Vol. 8 No. 1,
(2017).
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Pendekatan progresif ini juga menitikberatkan peran aktif para penegak
hukum, seperti hakim, pengacara, dan aparat hukum lainnya, untuk menerapkan
hukum dengan cara yang lebih humanis dan kontekstual. Mereka didorong untuk
tidak hanya menjalankan hukum secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan
prinsip-prinsip moral dan etika. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk
menciptakan harmoni dalam masyarakat, bukan sekadar alat kekuasaan.’

Dalam hukum progresif, keadilan substantif adalah perhatian utama. Jika
hukum normatif tidak lagi mampu mewujudkan keadilan, seorang aparat penegak
hukum harus memiliki keberanian untuk rule breaking. Di sini, Satjipto Raharjo
memberikan tiga metode untuk rule breaking:*®

1. Mempergunakan kecerdasan spiritual untuk berani mencari jalan baru
(rule breaking) dan meninggalkan hukum lama yang melukai rasa
keadilan masyarakat.

2. Pencarian makna terdalam dari hukum hendaknya menjadi standard dan
prinsip baru dalam menjalankan hukum dan bernegara.

3. Penerapan hukum tidak hanya didasarkan pada akal; Ini juga
memperhitungkan sentimen, kepedulian, dan partisipasi dari kelompok
rentan.

Menurut Ratno Lukito, penggambaran progresifitas hukum ini ada pada

hukum islam dan hukum adat yang dapat hidup berdampingan dalam menyelsaikan

17 Sarifudin dan Kudrat Abdillah, “Progresifitas Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 46/Puu-Viii/2010”, Jurnal Yuridis, Vol. 6 , No. 1, (2019), him. 101.

18 1bid, him. 103.
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suatu persoalan. Keseimbangan ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa kedua
bentuk hukum ini saling melengkapi baik secara teoritis maupun praktis. Hukum
Islam umumnya menerima kekuatan hukum adat setempat dalam proses legislasinya,
sementara hukum adat menerima hukum Islam sebagai puncak dan kesempurnaan
sistem hukum adat. Pada tataran praktis, peran norma adat dalam interaksi antara

aturan hukum Allah dan realitas sosial tidak bisa dikesampingkan.®

Dari berbagai permasalahan yang muncul terkhusus larangan impor pakaian
bekas yang masih marak terjadi walaupun sudah ada peraturan yang melarang. Bagi
pemerintah peraturan dibuat demi kesejahteraan warga negaranya, seharusnya juga
begitu yang dirasakan masyarakat. Peraturan bertujuan untuk keadilan terhadap
usaha yang mereka lakukan bukan bias terhadap satu pihak. Sehubungan dengan ini
diperlukan pandangan teori hukum progresif terhadap Islam Dan Dinamika Hukum
Dalam Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas,
Penulis ingin menggunakan teori hukum progresif sebagai pisau analisis dalam
penelitian tesis ini.

2. Konsep Magasid Syari’ah
Jasser Auda adalah seorang cendikiawan Islam kontemporer yang dikenal
karena kontribusinya di bidang figh, magasid syari’ah dan pemikiran Islam.?°

Pandangan Jasser Auda terhadap magqasid syari’ah melibatkan konsep — konsep seperti

19 Ratno Lukito, Pergumulan Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia, (Jakarta: Inis, 1998), him.
154,

20 Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin & Transdisiplin Metode Studi Agama Dan Studi
Islam Di Era Kontemporer, (Yogyakarta: PT Litera Cahaya Bangsa, 2021), him. 179.
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pentingnya memahami tujuan — tujuan syari’ah dalam konteks zaman modern,
bagaimana magasid tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari — hari, serta
relevansi magqasid syari’ah dalam mengatasi isu- isu kontemporer.

Sifat kognitif, keterkaitan, kelengkapan, keterbukaan, multidimensi, dan tujuan
adalah enam karakteristik sistem yang digunakan Jasser Auda. Agar populasi yang lebih
luas merangkul magqasid syari'ah, Auda berusaha memperluasnya dari dimensi individu
ke dimensi global agar bisa diterima oleh masyarakat umum.?

Auda mendorong pengetahuan yang holistik terhadap maqgasid syari’ah,
termasuk di dalamnya prinsip- prinsip seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal,
keturunan dan harta.?? Dia juga menekankan penting untuk berpikir kritis dan
merangsang keberagaman pemikiran dalam menafsirkan hukum Islam? agar sesuai
dengan prinsip — prinsip magasid syari’ah.

Peran magqasid terhadap pedagang adalah penting dalam memastikan bahwa
aktivitas perdagangan sesuai dengan aturan dan norma-norma Islam. Tujuan nash dan
aturan khusus yang harus dicapai dalam kehidupan manusia dikenal sebagai magasid
shari'ah. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis hak-hak pedagang terhadap
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang larangan impor pakaian
bekas, dengan menggunakan konsep magqasid syari'ah sebagai dasar untuk menentukan

apakah sesuai dengan maqasid syari'ah sebagaimana tercantum di awal atau tidak.

21 1bid, him. 190
22 1bid, him. 218-219

2 1bid, him. 219
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F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu langkah atau mekanisme yang akan
dilakukan dalam proses mengumpulkan data yang kemudian dianalisis menggunakan
teori dan atau menguji hipotesis penelitian sehingga mendapat kesimpulan serta saran
yang berpotensi menyumbang pada inovasi ilmu pengetahuan.?* Selaras dengan
rumusan masalah dan tujuan penelitian, metode yang diterapkan yaitu:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), vyaitu
penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menghimpun data yang bersumber
dari sumber-sumber tertulis baik cetak, seperti : Buku, Undang-Undang atau
regulasi serta hasil penelitian terdahulu maupun elektronik, seperti:e-book, e-jurnal,
artikel berita online, laporan, website dan media sosial terkait Islam dan Dinamika
Hukum dalam Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian
Bekas.
2. Sifat Penelitian
Sifat Penelitian pada tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu
penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terkait objek penelitian
dalam hal ini Islam dan Dinamika Hukum dalam Permendag Nomor 51 Tahun 2015
Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
3. Data

a. Sumber

2 Adam A Bahishti et al. "A Short Note on Scientific Research Methodologies." International
Journal of Methodology, Vol. 2 No. 1, (2023).
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Penulis menggunakan sumber primer, seperti : artikel berita baik cetak
maupun elektronik, liputan berita yang tersedia di youtube, laporan, website dan
media sosial terkait Islam dan Dinamika Hukum dalam Permendag Nomor 51
Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Selain itu penulis juga menggunakan data sekunder merupakan data atau
referensi yang mendukung sumber hukum primer. Adapun bahan hukum primer
adalah bagian yang mencakup data sekunder. Semua penjelasan dalam bahan
hukum primer diperjelas juga disini.

b. Pengumpulan

Penulis melakukan pengumpulan data terkait Islam Dan Dinamika
Hukum Dalam Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor
Pakaian Bekas yang kemudian dianalisis menggunakan teori hukum progresif
dan maqasid syari’ah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan Penulis
diantaranya: analisis media baik cetak dan elektronik, seperti: buku, jurnal,
artikel, hasil penelitian terdahulu serta kajian pustaka yang bertujuan untuk
memuat uraian terstruktur tentang kajian ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya.
c. Analisis

Penulis menerapkan metode analisis deduktif dengan cara
mengumpulkan dan menghimpun data terkait gambaranislam Dan Dinamika
Hukum Dalam Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor
Pakaian Bekasyang kemudian dianalisis menggunakan teori hukum progresif

menurut Satjipto Raharjo dan konsep magasid syari’ah menurut Jasser Auda
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dimana teori ini digunakan sebagai pembatas serta pisau analisis dalam
penelitian tesis Penulis.
d. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif diterapkan dalam penelitian ini, dengan mengkaji
norma, prinsip, teori, filsafat, dan aturan hukum untuk menjawab permasalahan
yang dihadapidalam hal ini Islam Dan Dinamika Hukum Dalam Permendag
Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang kemudian
dianalisis menggunakan teori hukum progresif menurut Satjipto Raharjo dan
konsep magasid syari’ah Jasser Auda yang Penulis gunakan sebagai norma,
kaidah, asas-asas, teori, dan aturan hukum dapat mengarahkan kepada sesuatu

yang seharusnya diterapkan pada permasalahan yang sedang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Agar proses penyusunan dan pembahasan pada tesis ini lebih terstruktur dan
sistematis, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang berisi pokok-pokok
masalah yang penyajiannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan berisi tentang latar belakang penelitian yang
menguraikan alasan Penulis mengangkat judul Islam Dan Dinamika Hukum Dalam
Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, yaitu
karena adanya problematika dimana pelarangan impor pakaian bekas oleh pemerintah
namun masyarakat terkhusus pedagang tidak mengindahkan peraturan tersebut dengan
tetap berdagang pakaian bekas. Sehingga dari latar belakang masalah penulis

merumuskan dua rumusan masalah yaitu bagaiamana cara yang efektif untuk
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melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pada Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menurut
hukum progresif dan bagaimana mengakomodir hak — hak pedagang terhadap Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
berdasar magasid syari’ah. Kemudian berisi tujuan dan kegunaan sesuai dengan
rumusan masalah yang ada, kemudian telaah pustaka sebagai referensi dan
menghindarkan dari plagiasi, selanjutnya kerangka teori yang terdiri dari; pertama teori
hukum progresif menurut Satjipto Raharjo dan kedua, konsep magasid syari’ah
menurut Jasser Auda selanjutnya berisi metode penelitian yang kemudian diakhiri

dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas secara mendalam mengenai teori yang akan digunakan
yaitu teori progresifitas hukum Islam menurut Satjipto Raharjo dan konsep magasid
syart’ah menurut Jasser Auda.

Bab ketiga, menjelaskan mengenai dataprimer dan data sekunder yang sudah
dikumpulkan untuk memberi gambaran dari objek penelitian dalam tesis ini yaitu
problematika Islam dan Dinamika Hukum Dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Bab keempat, analisis yang memuat data penelitian terkait problematika Islam
dan Dinamika Hukum Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015
Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas kemudian dianalisis dengan teori hukum

progresif menurut Satjipto Raharjo dan konsep magqasid syari’ah menurut Jasser Auda.
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Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan yang sesuai
dengan rumusan masalah serta saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan atas

permasalahan yang ada
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor
Pakaian Bekas masih kurang efektif dan tidak sepenuhnya mempertimbangkan
dampak sosial-ekonomi bagi pedagang dan masyarakat yang terlibat dalam
perdagangan pakaian bekas. Kebijakan ini perlu ditinjau ulang dengan
pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi pasar dan
kepentingan semua pihak, baik pelaku usaha pakaian baru maupun pakaian

bekas.

2. Kebijakan pemerintah yangtidak berpihak dinilai tidak sesuai dengan prinsip
magqasid karena mengancam mata pencaharian pedagang. Kebijakan tersebut
tidak mencerminkan keadilan jika tidak ada solusi yang mendukung
kesejahteraan pedagang. Pengabaian ini bisa berdampak buruk pada ekonomi
mereka dan menyebabkan penambahan pengangguran. Larangan tersebut juga
perlu memperhatikan aspek kesehatan dengan menjaga pakaian bekas tetap steril
untuk melindungi jiwa. Selain itu pemerintah harus merevisi regulasi terkait
impor pakaian bekas dengan menetapkan kuota yang jelas untuk mencegah
penyelundupan dan memastikan kepatuhan importir melalui penegakan hukum
yang tegas. Kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian

Perdagangan diperlukan untuk memastikan kebijakan ini efektif dan mendukung
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kesejahteraan Masyarakat. Instansi terkait harus menegakkan regulasi secara

adil dan konsisten.

B. Saran

Sebaiknya dibuat jalan tengah agar tidak merugikan negara dan tidak merugikan
masyarakat. Faktor utama yang menjadi penyebab adalah pemberlakuan regulasi tanpa
adanya solusi terhadap dampak yang terjadi. Penelitian ini semoga bisa menjadi bahan
rujukan dan referensi bagi pembaca. Peneliti selanjutnya dapat meneliti beberapa hal
seperti analisis kolaborasi antar-instansi dalam penerapan kebijakan larangan impor,
evaluasi perbedaan antara impor pakaian bekas dan impor pakaian baru yang
mempengaruhi industri tekstil lokal, pengaruh sosialisasi regulasi terhadap kepatuhan

masyarakat dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa untuk dikaji.
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